Womenomics: Strategi Proteksi Ekonomi Jepang di Masa Pemerintahan Shinzo Abe melalui Peningkatan Partisipasi Pekerja Perempuan di Jepang by Putri, Atika Triana
 25 
 
BAB II 
SEJARAH PEREKONOMIAN DI JEPANG 
  
 
 Pada bab berikut, akan dijelaskan mengenai rekap historis Jepang dalam 
aspek ekonomi. Pada sub bab awal akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai 
perekonomian Jepang pasca Perang Dunia ke-II yang akan diikuti dengan 
terjadinya krisis bubble economy di sekitar tahun 1980-an hingga awal tahun 1993. 
Pasca bubble economy, perekonomian Jepang akan mengalami masa stagnansi yang 
disebut dengan lost decade yang merupakan kelanjutan dari krisis ekonomi di masa 
lampau sebelum nantinya memasuki  masa kepemimpinan Shinzo Abe, dimana 
pada sub bab terakhir peneliti akan menjelaskan mengenai visi dari kebijakan 
womenomic beserta bentuk implementasi kebijakan yang dilakukan oleh 
pemerintah Jepang. 
2.1. Krisis perekonomian di Jepang sebelum periode Shinzo Abe 
 Pasca Perang Dunia ke-II, Jepang mengalami kerugian ekonomi yang besar 
sebagai dampak dari serangan udara yang diluncurkan oleh Amerika baik di 
Hiroshima, Nagasaki dan beberapa kota besar lainnya. Adapun kelumpuhan 
ekonomi yang timbul pada masa tersebut diantaranya terdiri dari tingkat inflasi 
yang tinggi, meningkatnya jumlah pengangguran, terbatasnya jumlah suplai 
makanan yang tersedia dikarenakan produksi pertanian yang menurun, 
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berkurangnya ketersediaan bahan baku industri beserta akses pasar luar negeri 
melalui barang ekspor.1 
  Pada dasarnya, meningkatnya angka pengangguran disebabkan oleh 
dibubarkannya angkatan militer yang kemudian memberikan dampak pula pada 
perindustrian di Jepang. Setidaknya terdapat 13,1 juta orang yang mengalami 
pengangguran pasca kekalahan Jepang pada Perang Dunia ke-II. Pengangguran 
tersebut terdiri dari 7,6 juta orang tentara yang kehilangan pekerjaan sebagai 
dampak dari pembubaran angkatan militer pasca perang, 4 juta orang pekerja 
industri militer yang dipecat karena berhentinya permintaan produksi untuk 
kegiatan militer, serta 1,7 juta imigran Jepang yang terpaksa kembali ke negaranya 
karena kekalahan Jepang. 2  
 Di samping itu, terbatasnya suplai energi dan makanan yang tersedia juga 
menjadi permasalahan Jepang pasca perang. Perlu diketahui bahwa sumber energi 
utama yang digunakan di Jepang ialah batu bara dimana hasil produksinya terus 
mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh sikap pekerja paksa yang menolak 
untuk bekerja di pertambangan serta lumpuhnya pertambangan di Jepang.3 Pekerja 
paksa yang dimaksud dalam hal ini terdiri dari masyarakat China maupun 
masyarakat Korea yang telah menjadi warga negara di Jepang. Dengan adanya the 
                                                          
1 William M. Tsutsui dan Stefano Mazotta, 2015, The Bubble Economy and Lost Decade: Learning 
from the Japanese Economic Experience dalam Journal of Global Initiatives: Policy, Pedagogy, 
Perspective Vol. 9 No. 1 Article 6, diakses melalui 
https://digitalcommons.kennesaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1164&context=jgi pada tanggal 
27 Maret 2019 pukul 17.00 WIB, hal. 58. [Online] 
2 Masahiro Takada, Japan’s Economic Miracle: Underlying Factors and Strategies for the Growth 
dalam Japan in World Affairs, March 1999, diakses melalui  
https://www.lehigh.edu/~rfw1/courses/1999/spring/ir163/Papers/pdf/mat5.pdf pada tanggal 27 
Maret 2019 pukul 17.11 WIB, hal. 6. [Online] 
3 Ibid. 
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Nation Mobilization Law di masa sebelumnya yakni pada tahun 1938, maka 
pemerintah Jepang dapat mengendalikan perekonomian dan kehidupan masyarakat 
tanpa persetujuan dari Parlemen Jepang. 4  Di kemudian hari, dikeluarkan pula 
Citizen Draft Order pada tahun 1939, yang mana memberikan akses bagi 
pemerintah dalam merekrut masyarakat sipil di Jepang yang sebagian besar berasal 
dari Korea namun telah berganti identitas menjadi masyarakat Jepang untuk bekerja 
di perindustrian militer.5 
 Kurangnya sumber daya energi ini kemudian berdampak pula pada 
menurunnya ketersediaan suplai makanan di Jepang. Namun, baik kelaparan 
maupun pengangguran masif tidak nampak di Jepang mengingat sebagian besar 
dari masyarakat mulai bekerja di sektor pertanian dan pertambangan. Sektor-sektor 
inilah yang kemudian menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi 
pengangguran sekaligus menjadi tumpuan utama bagi mekanisme penyebaran 
makanan di Jepang.  
 Perlu diketahui bahwa kemajuan industrialisasi di Jepang pasca Perang 
Dunia ke-II tidaklah lepas dari peran Amerika Serikat melalui mekanisme program 
bantuan yang dikenal dengan Marshall Plan dalam membangun perekonomian 
nasional. Bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat dalam hal ini berupa 
suntikan dana sebesar US$ 2,2 miliar yang terdiri dari dana  hibah sebesar hampir 
                                                          
4 Sayuri Umeda, 2008, Japan: WWII POW & Forced Labour Compensation Cases, Washington DC: 
The Law Library of Congress, Global Research Centre, diakses melalui 
https://www.loc.gov/law/help/pow-compensation/Japan-pow-compensation.pdf pada tanggal 27 
Maret 2019 pukul 17.23 WIB, hal.4. [Online] 
5 Ibid. 
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US$ 1,7 miliar dan dana pinjaman sebesar US$ 504 juta.6 Sekitar 40% dana bantuan 
tersebut kemudian difungsikan untuk mendanai rekonstruksi infrastruktur ekonomi 
di Jepang.7 
 Kinerja dari serikat pekerja serta manajemen perusahaan yang baik pada 
akhirnya menghasilkan perekonomian maju yang mulai dirasakan oleh Jepang 
pasca tahun 1985. Hal ini ditandai dengan kondisi masyarakat yang memiliki 
tingkat kesejahteraan yang tinggi, didukung dengan tingginya tingkat pendidikan 
yang dimiliki oleh masyarakat beserta meningkatnya angka harapan hidup di 
Jepang.8 Keberhasilan Jepang untuk bangkit dari keterpurukan juga didukung oleh 
dua faktor, yakni doktrin Yoshida serta peranan dari Ministry of International Trade 
and Industry (MITI).9 Doktrin Yoshida dalam hal ini berkaitan dengan penyerahan 
kegiatan militer sepenuhnya kepada Amerika Serikat sementara sumber daya 
manusia dari Jepang dialihkan untuk melakukan rekonstruksi sekaligus 
meningkatkan produktifitas negara dalam perdagangan internasional. Sementara itu, 
peranan MITI yang dimaksud ialah mendorong pihak swasta dengan memberikan 
panduan maupun menyebarkan teknologi kepada perindustrian yang dirasa 
memiliki potensi keberhasilan jangka panjang bagi perekonomian Jepang. 
 Rekonstruksi industri yang kerap dilakukan oleh Jepang untuk 
mengembalikan situasi perekonomian tersebut di kemudian hari menjadikan Tokyo 
                                                          
6 Nina Serafino, Curt Tarnoff dan Dick K. Nanto, U.S Occupation Assistance: Iraq, Germany and 
Japan Compared dalam CSR Report for Congress, Maret 2006, Washington DC: Library of 
Congress, diakses melalui https://fas.org/sgp/crs/natsec/RL33331.pdf pada tanggal 27 Maret 2019 
pukul 18.10 WIB, hal. 5. [Online] 
7 Ibid. 
8 Tsuitsui, Op. Cit., hal. 66. 
9 Takada, Op. Cit., hal. 15. 
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sebagai pusat ekonomi utama dan terbesar bagi perusahaan-perusahaan swasta. 
Meski tengah dihadapkan dengan kegiatan perdagangan internasional, ekonomi 
nasional Jepang pasca Perang Dunia ke-II masih tergolong rendah. Hal berikut 
ditandai dengan posisi perekonomian Jepang yang mencapai titik terendah pada 
November 1986 yang berlangsung hingga Februari 1991 sebelum akhirnya 
melambat hingga Oktober 1993.10 Adapun peningkatan jumlah rata-rata dari PDB 
yang dimiliki oleh Jepang pada masa berikut hanya sebesar 0,8% yang diikuti 
dengan penurunan produksi industri sebesar 5,9% per tahunnya.11  
 Untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka pada tahun 1980-an 
pemerintah memberlakukan suatu kebijakan yang berorientasi pada dua aspek, 
yakni perusahaan swasta dan deregulasi.12 Kebijakan yang dimaksud ialah adanya 
peralihan perencanaan dan pembangunan kota dimana pemerintah akan menjual 
tanah publik kepada pihak perusahaan swasta untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi. Meskipun perekonomian berjalan lancar, namun hal tersebut tidak 
berlangsung lama dimana Jepang mulai menghadapi masa krisis yang dikenal 
sebagai bubble economy pada pertengahan tahun 1980-an hingga tahun 1990.  
Bubble economy dalam hal ini mengacu kepada krisis perekonomian yang 
ditimbulkan oleh peningkatan konsumsi dari masyarakat di masa sebelumnya yang 
                                                          
10  Kunio Okina, Masaaki Shirakawa, dan Shigenori Shiratsuka, The Asset Price Bubble and 
Monetary Policy: Japan’s Experience in the Late 1980s and the Lessons dalam Monetary and 
Economic Studies, Februari 2001, diakses melalui 
https://www.imes.boj.or.jp/research/papers/english/me19-s1-14.pdf pada tanggal 27 Maret 2019 
pukul 18.00 WIB, hal. 402-403. [Online] 
11 Ibid. 
12 E. Oizumi, Property Finance in Japan: Expansion and Collapse of the Bubble Economy dalam 
Environment and Planning, Vol. 26, Japan: Wakayama University, diakses melalui 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1068/a260199 pada tanggal 27 Maret 2019 pukul 19.15 
WIB, hal. 202-203. [Online] 
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berujung pada kenaikan harga aset di Jepang. Pada dasarnya, kenaikan harga aset 
sebelumnya bermula dari apresiasi nilai mata uang yen setelah disepakatinya Plaza 
Accord melalui pertemuan yang dilaksanakan di New York pada 22 September 
1985.13 Apresiasi nilai mata uang ini kemudian berdampak pada kenaikan harga 
saham hingga mencapai 150% pada tahun 1989.14 Harga aset tanah di Jepang juga 
mengalami kenaikan meski secara bertahap dengan mencapai puncak tertinggi di 
tahun 1990. Bermula dari meningkatnya keaktifan dari transaksi tanah di Tokyo 
pada tahun 1986-1987, peningkatan harga tanah di kemudian hari merambah ke 
kota-kota besar seperti Osaka, Nagoya dan beberapa kota lainnya di pertengahan 
akhir tahun 1987.15  
 Sebelumnya pada tahun 1980-an, perbankan di Jepang menyebarluaskan 
sistem pinjaman kredit dengan bunga rendah yang kemudian memicu kenaikan 
daya konsumsi akan aset berupa saham dan tanah di Jepang. 16  Pada masa itu, 
hubungan informal antara perusahaan kecil dengan keiretsu telah terbentuk melalui 
sistem pembagian resiko. 17  Hal ini dilakukan untuk memastikan akan adanya 
bantuan yang timbul apabila salah satu pihak tengah mengalami krisis ekonomi. 
                                                          
13 Mitsuhiro Fukao, Japan’s Lost Decade and Its Financial System dalam The World Economy, Vol. 
26 Issue 3, March 2003, Japan: Keio University, diakses melalui 
http://econ.tu.ac.th/archan/CHAWIN/ec%20362/readings%201_56/lost%20decade%20%26%20fi
n%20sysytem.pdf pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 16.05 WIB, hal. 366. [Online] 
14 Okina, Op.Cit., hal. 399.  
15 E Oizumi, Op.Cit. 
16  Naoyuki Yoshino dan Farhad Taghizadeh-Hesary, Causes and Remedies for Japan’s Long-
Lasting Recession: Lesson for the People’s Republic of China dalam ADBI Working Paper, No. 554, 
December 2015, Tokyo: Asian Development Bank Institute, diakses melalui 
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/177252/adbi-wp554.pdf pada tanggal 28 Maret 
2019 pukul 17.00 WIB, hal. 4. [Online] 
17 Watau Takahashi, The Japanese Financial Sector’s Transition from High Growth to the ‘Lost 
Decades’: A Market Economy Perspectives, Discussion Paper Series of Research Institute for 
Economic, Oktober 2011, Japan: Kobe University, diakses melalui https://www.rieb.kobe-
u.ac.jp/academic/ra/dp/English/DP2011-29.pdf pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 17.05 WIB, hal. 
6. [Online] 
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 Namun peningkatan ini di kemudian hari diikuti pula dengan penurunan 
saham Jepang secara drastis sebanyak lebih dari 60% hingga mencapai 14.309 pada 
bulan Agustus di tahun 1992. 18  Pada mulanya, pihak bank beranggapan 
bahwasanya penurunan harga aset hanya bersifat sementara dan akan berangsur 
membaik di kemudian hari.19 Untuk mengimbangi penurunan harga aset inilah, 
BOJ mulai menerapkan zero interest policy yang berlangsung dari bulan April 1999 
hingga Agustus 2000.20 Namun, anggapan tersebut terbukti salah mengingat harga 
aset terus mengalami penurunan. Hal inilah yang menimbulkan terakumulasinya 
kredit macet oleh bank dan berujung pada memburuknya perekonomian Jepang di 
tahun 1997.21  
 Memburuknya perekonomian Jepang nampak dari penurunan PDB secara 
bertahap, dimana pada tahun 1980-an terjadi penurunan dari 3,8% menjadi 1,6% di 
tahun 1990, serta menurun kembali hingga mencapai 1% di tahun 1992 hingga 
1990.22 Krisis yang terjadi selama periode 1991 hingga 2002 inilah yang kemudian 
dikenal dengan istilah Japan’s Lost Decade. Meski demikian, bank tetap 
memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan yang hampir bangkrut 
                                                          
18 Okina, Op.Cit., hal. 399. 
19 Fukao, Op. Cit., hal. 369. 
20  Nobuyuki Oda dan Kazuo Ueda, The Effects of the Bank of Japan’s Zero Interest Rate 
Commitment and Quantitative Monetary Easing on the Yield Curve: A Macro-Finance Approach, 
Bank of Japan Working Paper Series No. 05, April 2005, Tokyo: Bank of Japan, diakses melalui 
https://www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/wps_2005/data/wp05e06.pdf pada tanggal 28 Maret 
2019 pukul 18.00 WIB, hal. 4. [Online] 
21 Masazumi Wakatabe, Turning Japanese? Lessons from Japan’s Lost Decade to the Current Crisis 
dalam Center on Japanese Economy and Business Working Papers No. 309, Januari 2013, diakses 
melalui https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8697BXW pada tanggal 28 Maret 
2019 pukul 15.00 WIB, hal. 4. [Online] 
22 Naruki Mori, Shigenori Shiratsuka dan Hiroo Taguchi, Policy Responses to the Post-Bubble 
Adjustments in Japan: A Tentative Review dalam Monetary and Economic Studies, Februari 2001, 
diakses melalui https://www.imes.boj.or.jp/research/papers/english/me19-s1-5.pdf pada tanggal 28 
Maret 2019 pukul 17.15 WIB, hal. 54. [Online] 
 32 
 
meskipun jaminan yang digunakan sudah tidak lagi memiliki nilai yang tinggi. 
Membiarkan perusahaan-perusahaan bangkrut pada kenyataannya bukanlah hal 
yang tepat untuk dilakukan mengingat tindakan ini justru akan membuat keuangan 
bank semakin memburuk dikarenakan mereka kehilangan aset yang diperoleh dari 
pihak perusahaan yang mengambil pinjaman kepada piha bank. Pemberian 
pinjaman lebih lanjut oleh pihak bank dengan periode kredit yang lebih panjang 
disertai peningkatan fasilitas dalam hal ini berhasil mencegah timbulnya 
kebangkrutan dari perusahaan-perusahaan di Jepang.23 
 Tindakan ini justru memperpanjang masalah keuangan bagi pihak 
perusahaan sekaligus menimbulkan akumulasi kredit baru bagi pihak bank selaku 
pemberi pinjaman. Junichiro Koizumi sebagai Perdana Menteri Jepang di masa 
ketika krisis tengah berlangsung mulai mencanangkan reformasi struktural yang 
berfokus pada kredit bank macet dan revitalisasi sektor swasta . Revitalisasi sektor 
swasta dalam hal ini dilakukan melalui privatisasi perusahaan dan badan publik 
khusus menjadi salah satu hal yang dilakukan oleh Koizumi dalam memulihkan 
perekonomian negara.24  
 Privatisasi ini dilakukan untuk menggabungkan beberapa badan menjadi 
suatu perusahaan saham milik negara dimana ke depannya pemerintah berencana 
untuk melakukan divestasi atas saham perusahaan tersebut di masa mendatang. Di 
                                                          
23 Eva M. Kristjánsdóttir, 2010, Japan’s Lost Decade: Lessons for Iceland, Skripsi, Islandia: B.A 
verkefni- Hugvísindasvið, University of Iceland, diakses melalui 
https://skemman.is/bitstream/1946/5076/1/ritger%C3%B0.pdf pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 
17.15 WIB, hal. 10. [Online]  
24 Takeo Hoshi dan Anil Kahsyap, Why Did Japan Stop Growing? dalam National Institute for 
Research Advancement Report, September 2011, Japan: The National Institute for Research 
Advancement (NIRA), diakses melalui http://www.nira.or.jp/pdf/1002english_report.pdf pada 
tanggal 28 Maret 2019 pukul 17.27 WIB, hal. 31-32. [Online] 
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sisi lain, dalam mengatasi masalah kredit baru yang dimiliki oleh bank, Heizo 
Tanaka sebagai Menteri Keuangan Jepang di masa kepemimpinan Koizumi 
memberlakukan strategi yang dikenal dengan Takenaka Plan.25  Dalam strategi 
tersebut, pemerintah akan memaksa bank-bank yang ada di Jepang untuk 
melakukan transparansi atas kredit macet yang dimiliki sekaligus menangani 
masalah tersebut. Strategi ini terbukti berhasil dimana permasalahan kredit macet 
yang dimiliki oleh bank-bank berskala besar mulai berkurang dalam waktu 2 
tahun.26 Meski permasalahan kredit oleh bank-bank di Jepang belum sepenuhnya 
namun perekonomian Jepang pun berangsur membaik di tahun 2002.  
 Di tengah lambatnya pertumbuhan ekonomi pasca krisis yang terjadi di 
tahun 1990-an, bencana gempa bumi melanda daerah Tohoku, Fukushima. Gempa 
bumi berkekuatan 9,0 skala ritcher tersebut menimbulkan kerugian yang cukup 
besar bagi Jepang. Beberapa kerugian yang timbul terdiri dari korban jiwa dimana 
terdapat 15.789 orang yang dinyatakan meninggal sementara 2.712 orang lainnya 
dinyatakan menghilang serta timbulnya kerusakan bangunan sebanyak 130.000 
rumah pada 10 prefektur di Jepang. 27  Selain itu, kerusakan lain yang patut 
diperhatikan ialah tersebarnya radiasi nuklir dikarenakan reaktor nuklir yang bocor 
                                                          
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Yasuo Kawawaki, dkk., 2013, The Great Eastern Japan Earthquake 2011, Recovery Status 
Report No. 06, Japan: International Recovery Platform, diakses melalui 
https://www.recoveryplatform.org/assets/irp_case_studies/ENGLISH_RECOVERY%20STATUS
%20REPORT%20JAPAN_revised%202014.3.27.pdf pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 17.35 WIB, 
hal. 3. [Online] 
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milik Tokyo Electric Power Company Economy (TEPCO) yang tengah beroperasi 
di Fukushima, Jepang.28  
 Bahan radioaktif yang berasal dari raktor inilah yang kemudian 
mengontaminasi air laut serta pertanian yang berada di sekitar pabrik. Pada 
dasarnya, sektor pertanian dan perikanan termasuk sektor yang diunggulkan dalam 
perekonomian Jepang. Namun terjadinya bencana gempa bumi tersebut 
mengurangi performa ekonomi Jepang, dimana nampak bahwa terjadi penurunan 
tingkat ekspor Jepang sebesar 2,7% (65,5 triliun yen)  serta meningkatnya impor 
menjadi 12,1% (68,1 trilliun yen).29  
 Dalam menanggapi bencana tersebut, pemerintah melakukan beberapa 
tindakan, seperti membantu pemerintah kota dalam melacak penduduk yang telah 
dievakuasi dari lokasi kejadian, memberikan dana pinjaman bagi korban bencana 
sebesar 3,5 miliar yen, membebaskan atau mengurangi pajak penghasilan tahunan 
bagi korban bencana dengan total pajak penghasilan kurang dari 10 juta yen, dan 
sebagainya. 30  Di samping itu, pemerintah Jepang melalui Ministry of Health, 
Labour and Welfare juga memberikan bantuan bagi masyarakat yang kehilangan 
pekerjaannya dikarenakan bencana gempa. Bantuan yang dimaksud dalam hal ini 
ialah diberikannya dana senilai 900.00 yen bagi usaha kecil dan menengah yang 
                                                          
28 Mark Holt, Richard J. Campbell dan Mary Beth Nipkin, Fukushima Nuclear Disaster dalam CSR 
Report for Congress, Januari 2012, diakses melalui https://fas.org/sgp/crs/nuke/R41694.pdf pada 
tanggal 28 Maret 2019 pukul 17.35 WIB, hal. 3. [Online] 
29 Statistical Research and Training Institute (ed.), Op.Cit. 
30 Sayuri Umeda, 2013, Japan: Legal Responses to the Great East Japan Earthquake of 2011, 
Washington DC: Law Library of Congress, Global Research Centre, diakses melalui 
https://www.loc.gov/law/help/japan-earthquake/Great-East-Japan-Earthquake.pdf pada tanggal 28 
Maret 2019 pukul 18.00 WIB, hal. 16-21.[Online] 
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berkenan untuk mempekerjakan korban bencana dengan tempo waktu paling 
lambat 30 September 2012.31 
2.2.Krisis perekonomian di Jepang di bawah kepemimpinan Shinzo Abe 
 Lemahnya pertumbuhan ekonomi selama dua dekade terakhir sebelum 
kepemimpinan Shinzo Abe yang kemudian diikuti dengan terjadinya bencana 
gempa bumi di Fukushima memberikan dampak bagi perekonomian Jepang. 
Meski demikian, pemerintah Jepang dalam hal ini perlu menggarisbawahi 
beberapa faktor utama penting yang dapat menentukan laju pertumbuhan 
ekonomi Jepang di masa mendatang. Berikut beberapa faktor yang perlu 
dipahami dalam memahami permasalahan ekonomi utama yang dimiliki oleh 
pemerintah Jepang di masa kepemimpinan Shinzo Abe. 
2.2.1 Tekanan dari dalam negeri 
  Penyebab dari berbagai permasalahan ekonomi di Jepang pada 
dasarnya memiliki korelasi dengan krisis “bubble economy” yang terjadi 
sebelum periode pemerintahan Shinzo Abe. Adapun isu demografi di 
Jepang, hingga kini masih menjadi salah satu hal yang belum dapat 
dituntaskan oleh pemerintah Jepang. Pada dasarnya, demografi memiliki 
peranan penting dalam keberlangsungan suatu negara, namun adanya 
permasalahan dari aspek ini kemudian merambah ke beberapa aspek lain 
yang berpengaruh dalam perekonomian Jepang. 
                                                          
31 Ibid. 
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a. Krisis aging population di Jepang  
Sebagaimana yang diketahui sebelumnya, Jepang merupakan salah 
satu negara maju dengan peringkat ke-10 dalam kategori populasi 
terendah di dunia.32 Diketahui bahwa jumlah total populasi di Jepang 
pada tahun 2011 ialah 127, 80 juta jiwa dimana jumlah ini setara 
dengan 1,8% total dari populasi di dunia.33 Adapun isu dari penurunan 
angka kelahiran atau yang biasa dikenal dengan istilah shoushika pada 
kenyatannya telah lama muncul di Jepang dari tahun 1975.34 
  Pada pertengahan 1970-an, angka kelahiran di Jepang 
menurun hingga mencapai 1,5 anak per perempuan di tahun 1990.35 
Bahkan angka tersebut terus menurun hingga 1,3-1,4 anak per 
perempuan di tahun 2012.36 Beberapa faktor yang melatarbelakangi 
rendahnya tingkat kelahiran di Jepang ialah kondisi ekonomi di 
Jepang yang mengalami resesi, meningkatnya standar hidup, adanya 
industrialisasi serta tingginya angka penundaan pernikahan dan 
perceraian.37  
                                                          
32 Statistical Research and Training Institute (ed.), Op.Cit., hal. 12. 
33 Ibid. 
34 Arsi Widiandri, Fenomena Shoushika di Jepang: Perubahan Konsep Anak dalam IZUMI: Jurnal 
Bahasa, Sastra dan Budaya Jepang, Vol. 5 No. 1, Semarang: Universitas Diponegoro, diakses 
melalui https://ejournal.undip.ac.id/index.php/izumi/article/view/11772/9007 pada tanggal 29 
Maret 2019 pukul 13.00 WIB, hal. 32. [Online] 
35 Noriko Tsuya, The Impacts of Population Decline in Japan: Demographic Prospects and Policy 
Implications dalam Reexamining Japan in Global Context, Suntory Foundation Reserach Project 
Forum 005 Special Report, diakses melalui 
https://www.suntory.com/sfnd/jgc/forum/005/pdf/005_tsuya.pdf pada tanggal 29 Maret 2019 pukul 
13.20 WIB, hal. 3. [Online] 
36 Ibid. 
37 Yusuke Shindo, 2013, Mengenal Jepang, Jakarta: Kompas, hal. 228. 
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Meningkatnya standar hidup di tengah-tengah keadaan ekonomi 
Jepang yang mengalami resesi serta terjadinya industrialisasi dalam 
hal ini mulai mengubah pandangan masyarakat akan suatu keluarga  
khususnya pada pihak perempuan. Perspektif akan seorang anak yang 
semula dipandang sebagai tenaga kerja tambahan yang dapat 
membantu perekonomian keluarga mulai terkikis. Di masa kini, 
memiliki seorang anak diartikan dengan menambah beban biaya 
hidup sandang, pangan, pendidikan maupun biaya kesehatan. 
Dikarenakan hal ini, maka banyak perempuan di Jepang yang memilih 
untuk fokus bekerja dan menunda pernikahan maupun memiliki anak. 
Dengan demikian, maka perempuan tersebut hanya perlu memenuhi 
kebutuhan hidup bagi diri sendiri tanpa perlu memikirkan biaya 
tambahan yang diperlukan untuk orang lain.  
Di samping itu, angka harapan hidup dari masyarakat Jepang 
terus mengalami peningkatan. Bahkan, Jepang dikategorikan sebagai 
negara dengan populasi lansia tertinggi di dunia sebesar 23% di tahun 
2009. 38  Peningkatan ini bermula dari tahun 1950 dimana terjadi 
penambahan usia sebesar 30 tahun baik bagi laki-laki maupun 
perempuan. 39   
 
                                                          
38 Naoko Muramatsu dan Hiroko Akiyama, Japan: Super-Aging Society Preparing for the Future 
dalam The Gerontologist, Vol. 51 No. 4, England: Oxford University, diakses melalui 
https://academic.oup.com/gerontologist/article/51/4/425/599276 pada tanggal 29 Maret 2019 pukul 
13.40 WIB, hal. 426. [Online] 
39 Kitao Sagiri, Op. Cit., hal. 4. 
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Gambar 1. Peningkatan angka harapan hidup di tahun 2012 40 
 
Sebagaimana dengan yang ditunjukkan pada Gambar 1, 
diperkirakan bahwasanya angka ini akan terus meningkat pada 
tahun 2060 dimana usia laki-laki akan mencapai hingga 85 tahun 
bahkan hingga lebih dari 90 tahun bagi perempuan. 41  
 
 
                                                          
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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Gambar 2. Perubahan piramida penduduk Jepang.42 
 
Perbedaan antara angka kelahiran dan angka harapan hidup 
dalam hal ini menimbulkan piramida demografi yang tidak stabil di 
Jepang. Pada Gambar 2, nampak bahwasanya terjadi perubahan 
drastis pada tahun 1950-an dan 2011 dimana terjadi penurunan antara 
angka kelahiran maupun angka kematian di Jepang. Pada tahun 2011, 
jumlah masyarakat lansia dengan usia di atas 65 tahun mencapai 29,75 
juta orang atau setara dengan 23,3% dari total populasi masyarakat 
Jepang. 
b. Krisis ketenagakerjaan di Jepang  
Pada dasarnya, ketenagakerjaan memiliki peran sentral dalam 
memajukan perekonomian Jepang. Namun situasi ekonomi yang 
mengalami resesi pada kenyataannya mempengaruhi praktik 
ketenagakerjaan yang ada di Jepang. Dikarenakan krisis inilah, maka 
masyarakat khususnya perempuan mulai terlibat dalam 
ketenagakerjaan.  
Keterlibatan perempuan untuk bekerja di tengah situasi ekonomi 
yang mengalami resesi di kemudian hari menimbulkan apa yang kini 
dikenal dengan aging population. Bahkan pemerintah 
memprediksikan bahwa akan terjadi penurunan jumlah tenaga kerja 
domestik di Jepang secara drastis dimana yang semula pada tahun 
                                                          
42 Statistical Research and Training Institute (ed.), Op.Cit., hal. 15.  
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2010 berjumlah 66,3 juta pekerja akan menurun menjadi 5,6 juta 
pekerja pada tahun 2030.43  
Di samping faktor demografi, krisis ketenagakerjaan juga dipicu 
oleh aspek-aspek lain, seperti pembagian tenaga kerja yang tidak 
seimbang dan perubahan sistem tenaga kerja. Setidaknya terdapat dua 
kategori lapangan pekerjaan di Jepang yakni reguler dan non reguler 
dimana perbedaan kategori tersebut didasarkan pada beberapa hal 
seperti upah, jam kerja, tunjangan dan kondisi lingkungan kerja. 
Pekerjaan reguler dalam hal ini merupakan bentuk 
ketenagakerjaan dengan masa kontrak kerja tidak terbatas (hingga 
pensiun). Dalam ketenagakerjaan reguler, sistem manajemen yang 
berlaku pada perusahaan Jepang ialah lifetime employment. Konsep 
dari lifetime employment timbul sebagai bentuk respon perusahaan di 
Jepang terhadap krisis tenaga kerja di kala pertumbuhan ekonomi 
yang bergerak cepat. 44  Dengan memberlakukan sistem ini, maka 
perusahaan dapat mencegah beralihnya tenaga kerja terampil yang ia 
miliki. Sistem upah yang berlaku di Jepang juga didasarkan pada 
konsep ini, dimana seberapa senior atau lamanya seseorang bekerja di 
perusahaan tersebut berpengaruh kepada tingginya upah serta 
                                                          
43  Giovanni Ganelli dan Naoko Niake, 2015, Foreign Help Wanted: Easing Japan’s Labor 
Shortages dalam International Monetary Fund Working Paper 15/181, diakses melalui 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15181.pdf pada tanggal 29 Maret 2019 pukul 
14.30 WIB, hal. 3. [Online] 
44 Bernard H. Casey, 2005, The Employment of Older People: Can We Learn from Japan dalam The 
Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice No. 30, Switzerland: The International 
Association for the Study of Insurance Economics, diakses melalui 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1057%2Fpalgrave.gpp.2510051.pdf pada tanggal 29 Maret 
2019 pukul 14.45 WIB, hal. 621. [Online] 
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tunjangan yang diterima. Upah dalam hal ini didasarkan pada 
anggapan bahwa seiring bertambahnya usia, maka tanggung jawab 
yang dimiliki juga semakin berat. Sistem ini lah yang menjamin serta 
melindungi posisi dari para pekerja senior dalam persaingan di 
perusahaan.  
Di sisi lain, terdapat pula pekerjaan non reguler dengan sistem 
waktu kerja yang cenderung fleksibel karena sifatnya yang temporer. 
Dalam pekerjaan non reguler, terdapat setidaknya tiga klasifikasi 
pekerja, yakni pekerja paruh waktu, pekerja transfer dan pekerja 
kontrak.45   
Pertama, pekerja paruh waktu ialah pekerja yang menandatangani 
kontrak kerja seperti halnya dengan pekerja reguler meski jam kerja 
yang dimiliki lebih singkat.  
Kedua, pekerja transfer dimana ia memiliki dua kategori yakni 
sebagai pekerja transfer terdaftar dan pekerja transfer reguler. Meski 
keduanya sama-sama menandatangani kontrak dengan agen penyedia 
tenaga kerja, namun yang menjadi pembeda disini ialah proses 
registrasi dari dua pekerja tersebut. Pada pekerja transfer terdaftar, 
suatu individu melakukan kontak terlebih dahulu dengan 
mendaftarkan namanya kepada agen penyedia tenaga kerja. Setelah 
mendapatkan tempat, baru mereka dapat memulai pekerjaannya. 
                                                          
45  Junnosuke Shino dan Shin Nakahara, 2004, New Forms of Employment in Japan: On the 
Increasing Influence of Part-time, Dispatched, and Contracted Workers dalam Bank of Japan 
Review, diakses melalui https://www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/rev_2004/data/rev04e02.pdf 
pada tanggal 2 April 2019 pukul 09.00 WIB, hal. 2. [Online]  
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Namun hal ini berbeda dengan pekerja transfer reguler, dimana 
sebelumnya mereka telah mendapatkan status sebagai pekerja reguler 
di agen penyedia tenaga kerja. 
Ketiga, pekerja kontrak dimana proses pengiriman tenaga 
kerjanya mirip dengan pekerja transfer. Seperti halnya dengan pekerja 
transfer, pekerja kontrak juga melakukan penandatanganan dengan 
pihak kontraktor tenaga kerja. Adapun yang menjadi pembeda dalam 
hal ini ialah sistem pengawasan kerja dimana kinerja dari individu 
tersebut akan dipantau secara langsung oleh pihak kontraktor, 
sementara pekerja transfer berada pada pengawasan langsung dari 
tempat ia dipindahkan.  
Perlu diketahui bahwasanya persentase dari masyarakat Jepang 
yang berpartisipasi dalam pekerjaan non reguler mengalami 
peningkatan di sekitar tahun 1980-an. Bahkan, partisipasi tenaga kerja 
pada pekerjaan non reguler terhitung tinggi dimana pada tahun 1985-
2000 dicapai persentase sebesar 22% dari total seluruh pekerja di 
Jepang.46  
Peningkatan dari jumlah partisipasi pekerja non reguler tersebut 
dilatarbelakangi oleh tiga faktor utama, yakni fleksibilitas waktu yang 
memberikan ruang lebih bagi mobilitas pekerja dikarenakan sistem 
                                                          
46 Keiichiro Hamaguchi dan Noboru Ogino, Non-Regular Work: Trends, Labour Law Policy, and 
Industrial Relations Developments-The Case of Japan dalam Industrial and Employment Relations 
Department (DIALOGUE), Working Paper No 29, Oktober 2011, Geneva: International Labour 
Office, diakses melalui https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
dialogue/documents/publication/wcms_166735.pdf pada tanggal 2 April 2019 pukul 09.52 WIB, hal. 
2. [Online] 
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kontraknya yang bersifat temporer, sikap perusahaan maupun adanya 
deregulasi dari penyebaran tenaga kerja.47  
Pada dasarnya, kemajuan ekonomi yang ada turut mempengaruhi 
perubahan gaya hidup dari masyarakat, khususnya bagi perempuan. 
Perubahan gaya hidup inilah yang kemudian memotivasi masyarakat 
untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan serta 
kapabilitas yang dimiliki baik dalam aspek waktu maupun 
kemampuan. Terlebih lagi perempuan yang telah menikah dan bahkan 
sudah memiliki anak. Tentunya ia akan mencari pekerjaan yang dapat 
memberikan upah lebih dalam memenuhi kebutuhan keluarga tanpa 
harus mengabaikan perannya dalam mengurus keluarganya. 
Selain itu, sikap pemerintah yang kini cenderung membuka 
kesempatan kerja paruh waktu juga memicu peningkatan jumlah 
pekerja non reguler yang di Jepang. Praktik ini telah lama dilakukan 
oleh perusahaan-perusahaan di Jepang sedari lama, khususnya pada 
masa krisis bubble economy. Di saat krisis ekonomi melanda, banyak 
perusahaan yang lebih memilih untuk mempekerjakan tenaga kerja 
non reguler dengan alasan untuk menghemat biaya perusahaan dalam 
membayar upah pekerja. Di samping itu, beberapa alasan seperti tidak 
diperolehnya pekerja reguler, adanya kebutuhan untuk tenaga kerja 
yang dapat bekerja secara langsung juga menjadi beberapa hal yang 
                                                          
47 Junnosuke, Op. Cit. 
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mendasari perekrutan dari tenaga kerja non reguler pada perusahaan-
perusahaan di Jepang.48 
Di samping perbedaan proporsi tenaga kerja reguler dan non 
reguler yang tidak seimbang, sistem perekrutan di Jepang juga 
memiliki kendala baik yang disebabkan oleh pihak perekrut dari 
perusahaan maupun yang disebabkan oleh sikap dari calon tenaga 
kerja. Pada dasarnya, mencari pekerjaan (shūshoku-katsudō) 
merupakan praktik yang telah dilakukan oleh masyarakat Jepang 
bahkan sebelum mereka lulus dari jenjang pendidikan yang 
ditempuh.49 
 Sebagian besar yang mencari pekerjaan tersebut ialah kelompok 
mahasiswa yang berada pada tahun ketiga di universitas, dimana 
sistem yang berlaku di sekitar tahun 1970-an ialah sistem shiteikō-sei. 
50  Sistem ini berjalan sepanjang tahun dari bulan Oktober dimana 
sebelumnya pihak swasta akan melakukan sosialisasi di tiap 
universitas melalui acara seminar. Kemudian pada bulan Mei, 
mahasiswa akan mendapat penawaran kerja secara informal dalam 
suatu perusahaan. Di bulan Oktober pada tahun berikutnya, pihak 
                                                          
48 Keiichiro, Op.Cit., hal. 10. 
49 Tomoko Hidaka, 2006, Corporate Warriors or Company Animals?: An Investigation of Japanese 
Salaryman Masculinities Across Three Generations, Tesis, Adelaide: School of Social Sciences, 
University of Adelaide, diakses melalui 
https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/bitstream/2440/37880/10/02whole.pdf pada tanggal 2 
April 2019 pukul 10.00 WIB, hal. 143. [Online] 
50 Ibid.  
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perusahaan baru memberikan pengumuman secara resmi mengenai 
rekrutmen tenaga kerja yang diterima. 
Meskipun sebelumnya telah diberikan tawaran pekerjaan secara 
informal, namun masih ada kemungkinan bagi seorang tenaga kerja 
untuk berubah pikiran dan menolak untuk melanjutkan kembali 
penawaran informal tersebut ketika masa penandatangan kontrak 
kerja dilakukan pada bulan Oktober. Bahkan ditemukan bahwa 
sebagian besar dari tenaga kerja muda di Jepang  mengundurkan diri 
dari perusahaan setelah 3-4 tahun bekerja.  
Beberapa hal yang melatarbelakangi perubahan sikap dari calon 
tenaga kerja yang berujung kepada dilakukannya pengunduran diri ini 
ialah munculnya penawaran lain di perusahaan yang lebih prestisius 
dengan posisi yang lebih menjanjikan, tidak adanya informasi lebih 
lanjut lagi dari pihak perusahaan setelah memberikan penawaran 
secara informal maupun adanya kekhawatiran akan kurangnya 
kebebasan bagi calon tenaga kerja untuk melakukan hal yang ingin 
dilakukan. 
Kemudian pada tahun 2009, terjadi perubahan sistem perekrutan 
dimana kuota yang tersedia untuk mahasiswa semakin berkurang 
sebanyak 13% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.51 Lalu pada 
tahun 2010, perusahaan kembali menurunkan kuota perekrutan tenaga 
                                                          
51 Peter Firkola, Japanese Recruitment Practices: Before and After the Global Financial Crisis 
dalam Economic Journal of Hokkaido University, Vol. 40, 2011, Japan: Hokkaido University, 
diakses melalui https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/47730/1/EJHU_40_59.pdf 
pada tanggal 3 April 2019 pukul 10.00 WIB, hal. 63. [Online] 
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kerja sebanyak 34% yang akan berdampak pada timbulnya mahasiswa 
yang lulus tanpa pekerjaan sebanyak 100.000 orang. 52  Penurunan 
rekrutmen ini perlu digarisbawahi mengingat peluang diterima 
menjadi tenaga kerja tetap hanya bisa didapat ketika seseorang telah 
memperoleh pekerjaan setelah lulus dari universitas. Mayoritas calon 
tenaga kerja akan berlomba-lomba untuk mengikuti rekruitmen di 
perusahaan-perusahaan besar daripada perusahaan kecil dan 
menengah. Dikarenakan ingin mendapatkan pekerjaan yang terbaik, 
maka sebagian besar dari tenaga kerja muda akan menolak tawaran 
kerja. Di samping itu, terdapat pula masyarakat yang memilih untuk 
berpartisipasi dalam pekerjaan non reguler sambil tetap mencari 
tawaran pekerjaan lain.  
Perputaran tenaga kerja dalam hal ini berpotensi buruk bagi 
perekonoman, mengingat hal ini menimbulkan ketidakseimbangan 
penghasilan yang cenderung pada tenaga kerja muda. Meski 
penghasilan yang diperoleh tidak seimbang, namun masih banyak 
yang memilih untuk bekerja pada pekerjaan non reguler sambil 
menunggu adanya penawaran kerja yang sesuai dengan keinginan. 
Perubahan sistem ketenagakerjaan yang berlaku pada perusahaan, 
adanya perbedaan proporsi dari tenaga kerja reguler dan non reguler 
disertai dengan permasalahan demografi inilah yang melatarbelakangi 
terjadinya krisis ketenagakerjaan di Jepang.  
                                                          
52 Ibid.  
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c. Ketenagakerjaan perempuan di Jepang 
Pada dasarnya, perekonomian di Jepang bergantung pada sektor 
jasa dan sektor ekspor impor berupa produk pertanian, perikanan, 
maupun perindustrian. Tenaga kerja dalam hal ini tentu memiliki 
peranan yang penting mengingat kedua sektor tersebut hanya akan 
dapat berjalan apabila diiringi dengan kestabilan dari pasar tenaga 
kerja. Namun, permasalahan demografi yang telah lama ada di Jepang 
terbukti mempersulit langkah Jepang untuk memajukan 
perekonomian.  
Untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja ini, pemerintah 
mulai mempertegas kebijakannya dalam memberikan akses bagi 
perempuan untuk turut berpartisipasi dalam ketenagakerjaan, terlepas 
dari status sebagai seorang istri maupun seorang ibu. Namun 
sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai profil dari 
ketenagakerjaan perempuan di Jepang dalam perindustrian.  
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem 
perekrutan calon tenaga kerja reguler dilakukan dengan cara kolektif 
terhadap lulusan baru. Pada masa perekrutan ini, perempuan 
berkesempatan untuk bekerja di bidang ketenagakerjaan reguler 
selepas ia lulus dari universitas. Namun pada kenyataannya, fase 
melahirkan dalam hal ini membuat hampir setidaknya 76% dari tenaga 
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kerja perempuan dalam bidang reguler untuk mengundurkan diri dari 
posisinya.53  
Mayoritas perempuan di Jepang menyatakan jika praktik berhenti 
bekerja setelah menikah maupun melahirkan sudah menjadi hal umum 
yang wajar untuk dilakukan bagi perempuan dalam ketenagakerjaan. 
Praktik berhenti bekerja setelah menikah maupun melahirkan ini 
diperkuat pula dengan adanya sistem jam kerja yang panjang dalam 
lifetime employment yang berlaku di Jepang. Sistem jam kerja ini pada 
dasarnya merupakan salah satu cara bagi seorang tenaga kerja untuk 
membangun reputasi dalam perusahaan. 54  Dengan mengorbankan 
waktu yang dimiliki maka seorang tenaga kerja dapat dikatakan 
berkomitmen serta memiliki ketangguhan untuk bertahan di 
lingkungan kerja. 
   Selain itu, sistem lifetime employment juga membentuk stereotip 
negatif bagi tenaga kerja perempuan khususnya yang telah menikah 
maupun telah memiliki anak. Ketidakmampuannya dalam 
mendedikasikan tenaga dan waktu secara penuh dalam bekerja 
membentuk stereotip negatif dari perempuan sebagai tenaga kerja 
                                                          
53 Yanfei Zhou, Career Interruption on Japanese Women: Why Is It So Hard to Balance Work and 
Childcare dalam Japan Labour Review, Vol. 12 No. 2, Spring 2015, Japan: The Japan Institute for 
Labour Policy and Training, diakses melalui 
https://www.jil.go.jp/english/JLR/documents/2015/JLR46_zhou.pdf pada tanggal 3 April 2019 
pukul 11.00 WIB, hal. 109-111. [Online] 
54 Kumiko Nemoto, Long Working Hours and the Corporate Gender Divide in Japan dalam Gender, 
Work & Organization, Vol. 20 No. 5, September 2013, diakses melalui 
https://moodle.semesteratsea.net/pluginfile.php/641/mod_folder/content/0/7%20Nemoto-2013-
LongWorkingHoursGenderJapan.pdf?forcedownload=1 pada tanggal 3 April 2019 pukul 11.26 
WIB, hal. 514. [Online[ 
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yang tidak berkomitmen dan berkompeten dalam bekerja. Di sisi lain, 
stereotip negatif juga timbul bagi para tenaga kerja perempuan yang 
memilih untuk menunda pernikahan dan fokus terhadap karir yng 
telah ia bangun seperti halnya dengan laki-laki. Stereotip berupa 
kehilangan sisi feminitas maupun kejam dalam hal ini menjadi label 
negatif yang melekat pada perempuan karir di Jepang. Dikarenakan 
hal ini, maka banyak perempuan yang memilih untuk bekerja paruh 
waktu sehingga terjadi penurunan jumlah partisipasi perempuan 
dalam ketenagakerjaan reguler dari 70% menjadi 40%.55  
Mengingat kondisi lingkungan kerja tidak kondusif, maka 
sebagian besar perempuan memilih untuk beralih ke pekerjaan non 
reguler setelah menikah maupun melahirkan. Dengan bekerja paruh 
waktu, maka perempuan dapat menyesuaikan waktu antara pekerjaan 
serta keluarga. Oleh karenanya, maka terjadi peningkatan partisipasi 
perempuan  dalam ketenagakerjaan non reguler dari 30% hingga 
mencapai 60%.56  
d. Gender inequality dalam ketenagakerjaan di Jepang 
Dalam masyarakat Jepang, terdapat frasa “shakaijin ni naru“ yang 
menggambarkan masuknya seseorang yang telah dewasa ke kelompok 
masyarakat. Dewasa dalam hal ini diinterpretasikan dengan 
                                                          
55 Minami Seki, 2015, The Dissemination of Gender Ideology by the State, Changing Gender Roles, 
and the Gender Gap in Employment in Post-2008 Financial Crisis Japan, Tesis, US: International 
and Comparative Studies, University of Michigan, diakses melalui 
https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/112134/minami.pdf;sequence=1 pada 
tanggal 3 April 2019 pukul 11.34 WIB, hal. 10-11. [Online] 
56 Ibid. 
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keterlibatan suatu individu ke dalam dunia kerja. Secara istilah, hal ini 
menunjukkan keterlibatan dari baik laki-laki maupun perempuan 
dalam ketenagakerjaan. 
 Secara kultur, frasa ini cenderung mengarah kepada laki-laki 
dikarenakan ekspektasi dari masyarakat Jepang akan pembagian peran 
dalam kelompok keluarga. Sistem berikut didasarkan oleh pembagian 
peran dimana laki-laki memiliki peran produktif dengan bekerja 
mencari nafkah sementara perempuan memiliki peranan reproduktif 
dalam kelompok keluarga dan masyarakat secara umum.  
  Pada tahun 2012, setidaknya terdapat sekitar 95% laki-laki di 
usia produktif yakni pada usia 25-60 tahun yang terlibat dalam 
ketenagakerjaan.57 Di sisi lain, jumlah partisipasi pekerja perempuan 
memiliki perbedaan pada rentang tahun 1960-2012, dimana 
setidaknya terdapat 77,6% perempuan pada usia 25-29 tahun yang 
bekerja dibandingkan pada tahun 1960 yang hanya berjumlah 50% 
Meski jumlah tenaga kerja laki-laki di Jepang mengalami penurunan 
pada periode 1980-2012, namun perubahan jumlah tenaga kerja tidak 
terlalu signifikan dibandingkan pekerja perempuan sebagaimana yang 
ditunjukkan pada Gambar 3. Bahkan ketenagakerjaan di Jepang 
hingga kini masih didominasi oleh laki-laki. 
 
                                                          
57 Helen Macnaughtan, Womenomics for Japan: Is the Abe Policy for Gendered Employment Viable 
in an Era of Precarity? dalam The Asia-Pasific Journal, Vol. 13 No. 1, Maret 2015, diakses melalui 
https://apjjf.org/-Helen-Macnaughtan/4302/article.pdf pada tanggal 4 April 2019 pukul 09.12 WIB, 
hal. 4. [Online] 
 51 
 
 
 
 
Gambar 3. Perubahan partisipasi tenaga kerja berdasarkan gender 
dan usia.58 
 
Hal ini berbeda dengan pihak perempuan, dimana terdapat 
perubahan jumlah tenaga kerja secara signifikan yang  kemudian 
dikenal sebagai kurva M. Kurva M yang dimaksud dalam hal ini 
mengacu kepada penurunan rasio pada perempuan khususnya di usia 
20 hingga 30-an. Bagi perempuan di Jepang pada rentang usia 20-30 
tahun, berhenti bekerja baik karena menikah atau pun memiliki anak 
merupakan hal yang wajar untuk dilakukan. Meski tidak dapat 
dipungkiri pula bahwa terdapat pula perempuan yang masih tetap 
bekerja dikarenakan keputusannya yang memilih untuk menunda 
pernikahan maupun memiliki anak. Tentunya perbandingan rasio 
antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan menjadi hal yang 
                                                          
58 JILPT, 2014, Labor Situation in Japan and Its Analysis: General Overview 2013/2014, Tokyo: 
The Japan Institute for Labour Policy and Training, diakses melalui 
https://www.jil.go.jp/english/lsj/general/2013-2014/all.pdf ada tanggal 4 April 2019 pukul 09.12 
WIB, hal. 26. [Online] 
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disayangkan, terlebih lagi ketika kualitas sumber daya dari perempuan 
Jepang pada kenyataannya yang tidak kalah bagus dengan laki-laki.  
Kualitas yang dimaksud mengacu kepada jenjang pendidikan 
yang dimiliki oleh perempuan di Jepang. Pada dasarnya, sebagian 
besar perempuan di Jepang menempuh pendidikan hingga jenjang 
universitas. Di tahun 1990, partisipasi perempuan dalam jenjang 
pendidikan tingkat universitas yang berjumlah 15% meningkat hingga 
mencapai 33, 8% di tahun 2002.59  Namun hingga kini belum ada 
perubahan yang signifikan dalam aspek proporsi pembagian gender 
dalam ketenagakerjaan di Jepang.  
Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan suatu aturan hukum 
di bawah UU Standar Tenaga Kerja yang menjamin hak perempuan 
untuk terlibat dalam ketenagakerjaan. Aturan hukum tersebut ialah the 
Equal Employment Opportunity Law (EEOL) yang 
diimplementasikan pada tahun 1985 dimana aturan ini sekaligus 
memperbaharui UU Standar Ketenagakerjaan di Jepang dalam 
mewadahi isu kesenjangan upah berdasarkan gender. Implementasi 
dari aturan tersebut difungsikan untuk mengatasi diskriminasi yang 
terjadi pada lima tahapan dalam ketenagakerjaan, yakni: (1) 
perekrutan, (2) penugasan dan promosi jabatan, (3) pendidikan dan 
                                                          
59 Helen, Op.Cit., hal. 6. 
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pelatihan, (4) tunjangan atau keuntungan yang diterima oleh karyawan, 
dan (5) usia wajib pensiun, pensiun dan pemberhentian.60 
  Dalam mengimplementasikan aturan EEOL, perusahaan  
memberlakukan beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh calon 
tenaga kerja perempuan seperti dimilikinya gelar pendidikan dari 
universitas ternama, kemampuan bahasa asing serta lulus ujian 
kompetitif tambahan. Dengan ketentuan tersebut, maka perusahaan 
dapat dikatakan telah melakukan implementasi dari EEOL. Jumlah 
partisipasi dari perempuan dengan rentang usia 20-59 tahun yang 
semulanya berjumlah 57,7% di tahun 1980-an meningkat hingga 68, 
5% di tahun 2007.61 
Meski terjadi peningkatan partisipasi dari pekerja perempuan, 
namun dampak yang ditimbulkan tidak terlalu signifikan. Hal ini 
disebabkan oleh kelemahan dari aturan EEOL dimana ia tidak 
memberikan batas larangan di luar yang sudah ditetapkan oleh 
pengadilan. 62 Aturan EEOL hanya sebatas mengamandatkan 
perusahaan-perusahaan Jepang untuk menghentikan timbulnya 
diskriminasi pada tahap perekrutan, penetapan serta promosi dari 
                                                          
60 Megan L. Starich, The 2006 Revisions to Japan’s Equal Employment Law: A Narrow Approach 
to a Pervasive Problem dalam Pacific Rim Law & Policy Journal, Vol. 16 No. 2, Maret 2007, 
Seattle: Pacific Rim Law & Policy Journal Association, diakses melalui 
https://digital.lib.washington.edu/dspace-
law/bitstream/handle/1773.1/599/16PacRimLPolyJ551.pdf?sequence=1 pada tanggal 4 April 2019 
pukul 11.00 WIB, hal. 557. [Online] 
61 Yukiko Abe, The Equal Employment Opportunity Law and Labor Force Behavior of Women in 
Japan dalam Journal of the Japanese and International Economies, Vol. 25 Issue 1, Juni 2010, 
diakses melalui http://hdl.handle.net/2115/57677 pada tanggal 4 April 2019 pukul 11.35 WIB, hal. 
2. [Online] 
62 Megan L., Op. Cit. 
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tenaga kerja perempuan. Di samping itu, pada kenyataannya jam kerja 
yang panjang disertai dengan adanya pemindahan tenaga kerja di 
tempat yang jauh dalam hal ini secara tidak langsung mendorong 
perempuan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya terlebih lagi 
bagi yang sudah bekeluarga dan memiliki anak.  
 Dikarenakan hal ini pula, masih terdapat perbedaan dari laki-laki 
maupun perempuan dimana baik dalam aspek kesempatan kerja, gaji, 
promosi jabatan, kesejahteraan maupun pelatihan dari perusahaan, 
laki-laki (sarariiman) menjadi pihak yang lebih mudah mengakses 
keuntungan dari aspek-aspek tersebut. 63  Kemudian, aturan EEOL 
diperbaharui pada tahun 1990-an sebagai bentuk respon terhadap isu 
menurunnya angka kelahiran. Pembaharuan tersebut diinisiasi oleh 
the Office of Gender Equality sebagai salah satu badan yang dibentuk 
oleh pemerintah Jepang untuk mengatasi berbagai permasalahan 
terkait isu gender termasuk dengan permasalahan dari menurunnya 
angka kelahiran di Jepang.  
Revisi dari EEOL disusun pada bulan Juni 1997 dan mulai 
berlaku secara efektif pada bulan April 1999.64 Selain memperkuat 
larangan akan adanya tindakan diskriminatif terhadap tenaga kerja 
perempuan dalam ketenagakerjaan, dimuat pula hal-hal baru berupa 
diakuinya pelecehan seksual sebagai bentuk diskriminasi gender 
                                                          
63 Tomoko, Op.Cit., hal. 153. 
64 Megan, Op.Cit., hal. 559-560. 
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sehingga pihak perusahaan dalam hal ini berkewajiban untuk 
mencegah hal tersebut terjadi di lingkungan kerjanya. Selain itu, 
pemerintah juga menyediakan layanan mediasi bagi tenaga kerja yang 
merasa dirugikan melalui Equal Opportunity Mediation Commision 
(EOMC) tanpa perlu menunggu persetujuan dari pihak pemilik 
perusahaan. Apabila pihak perusahaan menolak untuk hadir dalam 
mediasi tersebut, maka EEOC memiliki hak untuk mempublikasikan 
daftar perusahaan-perusahaan yang dipandang gagal dalam 
melaksanakan saran, panduan maupun rekomendasi dari EEOC akan 
praktik diskriminatif kepada pihak media. 
Meski beberapa perubahan telah dimuat pada revisi EEOL tahun 
1997, namun implementasinya dipandang kurang efektif. Kurang 
efektifnya impelementasi dari revisi EEOL tahun 1997 disebabkan 
oleh tiga hal, yakni 65 : (1) aturan hukum hanya berlaku untuk 
perempuan, (2) aturan EEOL tidak membahas secara lebih lanjut 
terkait permasalahan yang semakin berkembang dari adanya tindakan 
diskriminatif pada lingkungan kerja, dan (3) ketentuan penegakan 
hukum lemah, dimana aturan EEOL hanya memuat pemberian 
panduan administratif serta penyebaran identitas perusahaan kepada 
media. 
Dikarenakan hal ini maka pemerintah merevisi ulang kembali 
aturan EEOL di tahun 2006. Tidak hanya memperluas lingkup hukum 
                                                          
65 Ibid. 
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yang semula hanya bersifat sepihak menjadi untuk perempuan dan 
laki-laki, EEOL juga menambahkan beberapa ketentuan terkait 
praktik diskriminasi dalam lingkungan kerja. Pada revisi EEOL tahun 
2006, dimuat pula larangan bagi pihak perusahaan untuk membuat 
keputusan dalam tahap-tahap ketenagakerjaan berdasarkan gender. 
Larangan ini didasari oleh banyaknya keluhan yang mengatakan 
bahwa perusahaan seringkali mengurangi jumlah tenaga kerja reguler 
dari pihak perempuan dan mengalihkan tenaga kerja tersebut menjadi 
tenaga kerja paruh waktu. Di samping itu, dimuatnya beberapa 
larangan akan diskriminasi pada ketenagakerjaan berikut didasari 
pada kenyataan bahwa masih banyak pemilik perusahaan yang 
seringkali menjustifikasi tindakan diskriminatif dalam 
ketenagakerjaan dengan alasan yang sah.  
Semisal, artikel 9 dari revisi EEOL tahun 2006 yang dalam hal ini 
memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan yang 
mengambil cuti hamil atau cuti merawat anak. Meski UU Standar 
Ketenagakerjaan memberikan hak bagi perempuan untuk mengambil 
cuti tersebut, namun sebagian besar perempuan di Jepang didorong 
untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya atau bahkan diberitahu 
bahwasanya posisinya telah dihapus ketika mereka kembali bekerja 
(diberhentikan secara sepihak).66  
                                                          
66 Ibid., hal. 564. 
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Oleh karena maka, bentuk perlindungan yang diberikan pada 
revisi EEOL tahun 2006 ialah adanya larangan bagi pihak perusahaan 
untuk memperlakukan tenaga kerja secara tidak menguntungkan.67 
Perusahaan dalam hal ini tidak dapat memberhentikan seorang tenaga 
kerja secara sepihak. Pemberhentian hubungan kerja hanya akan 
berlaku apabila pihak perusahaan memiliki alasan yang sah akan 
ketidakhadiran dari tenaga kerja selain yang didasarkan pada alasan 
cuti hamil maupun cuti merawat anak.  
Seperti halnya dengan revisi yang lama, aturan EEOL pada tahun 
2006 juga tidak memberikan dampak lebih terhadap ketenagakerjaan 
di Jepang. Revisi aturan EEOL tahun 2006 dalam hal ini dipandang 
tidak mampu mewujudkan lingkungan kerja yang positif dimana 
perempuan yang telah memiliki anak dapat tetap bekerja sebagaimana 
di masa-masa sebelumnya. Meskipun perempuan diberikan hak untuk 
mengambil cuti melahirkan maupun cuti merawat anak, sebagian 
besar dari mereka lebih memilih untuk berhenti bekerja ketika masa 
kehamilan tiba. Sikap ini didasari oleh adanya rasa enggan dari tenaga 
kerja perempuan untuk membebankan pekerjaannya kepada rekan 
kerja yang lain selama ia tidak hadir. Selain itu, sikap negatif dari 
rekan kerja yang harus menanggung pekerjaan dari tenaga kerja 
perempuan yang semula mengambil cuti pada akhirnya perempuan 
tidak nyaman untuk lanjut bekerja.   
                                                          
67 Ibid. 
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  Di samping itu, pemerintah Jepang juga membentuk dua 
badan yakni the Council for Gender Equality dan the Gender Equality 
Bureau pada bulan Januari 2011. Kedua badan ini difungsikan untuk 
mempromosikan kesetaraan gender di Jepang. Sistematika dari badan 
untuk kesetaraaan gender terbentuk sebagaimana yang digambarkan 
pada Gambar 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Struktur badan promosi kesetaraan gender dalam 
masyarakat Jepang.68 
                                                          
68 Gender Equality Bureau Cabinet Office, 2011, National Machinery for the Promotion of the 
Formation of a Gender-Equality Society, diakses melalui 
http://www.gender.go.jp/english_contents/about_danjo/prom/national_machinery.html pada 
tanggal 16 Mei 2019 pukul 08.57 WIB. [Online] 
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2.2.2 Tekanan dari luar negeri 
a. Gender Gaiatsu di Jepang  
 Kurangnya angka partisipasi dari tenaga kerja perempuan 
sekaligus situasi lingkungan kerja yang kurang kondusif pada 
kenyataannya menimbulkan berbagai macam kritik dari forum 
internasional terhadap Jepang. Kritik-kritik akan kesetaraan gender 
inilah yang kemudian menimbulkan suatu tekanan yang dikenal 
sebagai gender gaiatsu (tekanan akan gender dari pihak luar).69 Pada 
dasarnya, gender gaiatsu telah lama muncul dan diawali PBB 
beserta aktivis feminis pada beberapa dekade sebelumnya, yang 
kemudian kian lama meningkat seiring dengan rilisnya berbagai 
laporan berkala mengenai kesetaraan gender dalam beberapa tahun 
terakhir. 
 Penyusunan laporan maupun peringkat dalam hal ini 
merupakan suatu bentuk mekanisme internasional yang terdiri dari 
pengawasan, penilaian maupun akuntabilitas akan suatu negara. 
Sehubungan dengan hal ini, forum internasional melaporkan baik  
kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Jepang dalam bentuk 
laporan maupun pemberian peringkat secara berkala per tahunnya. 
 Salah satu bentuk dari gender gaiatsu yang dihadapi Jepang 
dalam hal ini ialah meningkatnya sorotan media mengenai isu 
comfort women dengan Korea Selatan. Istilah comfort women 
                                                          
69 Linda Hasunuma, Op.Cit. 
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merujuk kepada para perempuan yang dipaksa untuk menjadi budak 
seksual bagi para tentara Jepang, dimana hal ini merupakan salah 
satu bentuk kasus pelanggaran berat akan nilai-nilai HAM pada 
perempuan. Isu dari comfort women baru diangkat pada tahun 1990-
an, setelah beberapa korban dari comfort women mulai memberikan 
kesaksiannya kepada publik. 70 
 Timbulnya isu comfort women ke ranah publik tentu menarik 
perhatian masyarakat terlebih lagi ketika kemudian pemerintah 
Jepang baru memberikan pengakuannya setelah 50 tahun 
menyangkal terlibat dalam pembuatan sistem dari comfort women 
tersebut. Selain menyatakan permintaan maaf, pemerintah Jepang 
juga menganggarkan dana kampanye sebesar 300 juta untuk menarik 
sumbangan melalui projek yang dikenal sebagai Asian Women 
Fund.71 
 Selain isu comfort women, bentuk gender gaiatsu lain yang 
dihadapi oleh Jepang ialah penyelenggaraan dari the United Nations 
International Year of Women pada tahun 1975 dimana acara ini 
mendorong para anggora parlemen di Jepang untuk mengakui jika 
                                                          
70 Maki Kimura, Listening to Voices: Testimonies of “Comfort Women” of the Second World War 
dalam Gender Institute New Working Paper Series, Vol. 8, April 2003, London: London School of 
Economics, diakses melalui http://www.lse.ac.uk/gender/assets/documents/research/working-
papers/LISTENING-TO-VOICES.pdf pada tanggal 9 April 2019 pukul 12.34 WIB, hal. 2. [Online]  
71 Grace Lai, Comfort Women in Japan and Korea dalam Dalhousie Journal of Legal Studies, Vol. 
11, 2002, Canada: Dalhousie University’s Schulich School of Law diakses melalui 
https://ojs.library.dal.ca/djls/article/view/5626/5069 pada tanggal 17 April 2019 pukul 09.44 WIB, 
hal. 45. [Online] 
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diskriminasi gender merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius 
terhadap HAM. 
 Di samping itu, pada dasarnya banyak para politisi maupun 
birokrat Jepang yang juga turut mempromosikan dibentuknya 
hukum dan kebijakan yang menolak adanya diskriminasi gender. 
Sehingga pada tahun 1985, pemerintah Jepang mulai meratifikasi 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women (CEDAW).72 Dari ratifikasi CEDAW inilah, maka 
aturan Equal Employment Opportunity Law (EEOL) serta the Basic 
Law for a Gender Equal Society dibentuk. 73  Selain 
mengamandemen hukum akan ketenagakerjaan bagi perempuan, 
pemerintah Jepang juga membentuk suatu badan yang bertugas 
dalam mendalami isu gender, mengawasi upaya realisasi akan 
kesetaraaan gender sekaligus merekomendasikan kebijakan publik 
kepada pemerintah.74  
 Di masa pemerintahan Shizo Abe, terdapat beberapa 
lembaga internasional yang memuat laporan tahunan beserta 
peringkat dalam aspek kesetaraan gender seperti OECD, 
                                                          
72 M. Christina Luera, No More Waiting for Revolution: Japan Should Take Positive Action to 
Implement the Convention on the Elimination of All Fprms of Discrimination Against Women dalam 
Pacific Rim Law & Policy Journal, Juni 2004, diakses melalui 
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN93859.pdf pada tanggal 17 April 
2019 pukul 23.00 WIB, hal. 613. [Online] 
73 Ibid., hal. 620.  
74 Ibid.  
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International Monetary Fund (IMF), World Bank dan World 
Economic Forum.  
 Dalam laporan The Global Gender Gap Report 2012 yang 
dibuat oleh WEF (World Economic Forum), Jepang berada pada 
peringkat ke-101 dalam kategori partisipasi perempuan di bidang 
ekonomi. 75  Peringkat rendah tersebut dilatarbelakangi oleh 
rendahnya angka kelahiran di Jepang beserta kurangnya partisipasi 
perempuan dalam posisi manajerial. Bahkan Jepang dikategorikan 
sebagai negara berkinerja rendah dikarenakan jumlah perempuan 
dalam indikator yang terdiri legislator, pejabat senior dan manajer 
terbilang cukup rendah.76 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.  Persentase perempuan dalam posisi manajerial. 77 
 
                                                          
75 Ricardo Hausmann, Laura D. Tyson dan Saadia Zahidi, 2012, The Global Gender Gap Report 
Index 2012, World Economic Forum, diakses melalui 
https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/uluslararasi_belgeler/bazi_rap/WEF_GenderGap_
Report_2012.pdf pada tanggal 18 April 2019 pukul 09.48 WIB, hal. 9. [Online] 
76 Ibid., hal. 27. 
77 Chad Steinberg dan Masato Nakane, Can Women Save Japan? dalam IMF Working Paper Asia 
and Pasific Department, No.12/248, Oktober 2012, diakses melalui 
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 Hal yang serupa juga disebut dalam laporan yang dibuat oleh 
International Monetary Fund (IMF) mengenai tingkat partisipasi 
dalam posisi manajerial di Jepang. Sebagaimana dengan yang 
ditunjukkan pada gambar di atas, diketahui jika partisipasi 
perempuan di Jepang hanya sebesar 4% dibandingkan dengan 
Amerika Serikat yang memiliki persentase sebesar 43% di tahun 
2009. 
  Jumlah yang rendah tersebut tentunya tidak hanya 
mempengaruhi tingkat keterlibatan perempuan dalam 
ketenagakerjaan. Kurangnya representatif akan perempuan dalam 
posisi manajerial pada dasarnya akan berdampak pada kurang 
terimplementasinya praktik maupun kebijakan yang ditetapkan oleh 
perusahaan-perusahaan Jepang, baik dalam hal merekrut, 
mempromosikan tenaga kerja perempuan maupun promosi dari 
work life balance dalam lingkungan kerja. 
 Kemudian, lembaga lainnya yakni World Bank 
mengklasifikasikan Jepang sebagai negara dengan tingkat segregasi 
gender yang terbilang tinggi di samping Kroasia dan Finlandia.78 
Meski ketenagakerjaan didominasi oleh laki-laki, pada 
kenyataannya keterlibatan dari tenaga kerja perempuan dipandang 
                                                          
78  World Bank, Gender and Equality Development dalam World Development Report 2012, 
Washington DC: World Bank Group, diakses melalui  
http://documents.worldbank.org/curated/en/492221468136792185/Main-report pada tanggal 16 
April 2019 pukul 14.30 WIB, hal. 88. [Online] 
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memiliki dampak yang lebih terhadap perekonomian dibandingkan 
dengan laki –laki.79  
 Urgensi dari peningkatan partisipasi perempuan dalam 
ketenagakerjaan juga diungkapkan oleh Organization for Economic 
Co-operation and Development (OECD). Melalui laporannya, 
lembaga ini menjelaskan bahwa terwujudnya kesetaraan gender 
dalam ketenagakerjaan dapat menjadi kunci utama dari 
permasalahan negara-negara yang mengalami penyusutan angka 
tenaga kerja. Pada dasarnya, Jepang dikenal sebagai negara dengan 
tingkat perbedaan upah gender terbesar kedua di antara negara-
negara OECD.80 Hal ini disebabkan oleh praktik pada lingkungan 
kerja yang membuat perempuan maupun laki-laki kesulitan untuk 
membagi waktu untuk perusahaan dan keluarga.  
 Untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, maka 
pemerintah perlu meningkatkan jumlah partisipasi perempuan dalam 
pasar tenaga kerja. Meski sebelumnya, pemerintah telah 
memberikan bentuk dukungannya akan hal ini dengan mereformasi 
aturan ketenagakerjaan atau pun membangun fasilitas untuk 
mendukung pendidikan dan perawatan bagi anak usia dini, namun 
pada kenyataannya hal tersebut belum dapat terwujud sepenuhnya.81 
                                                          
79 Ibid., hal. 177. 
80  OECD, 2012, Policies for Revitalisation of Japan, diakses melalui 
https://www.oecd.org/general/50190618.pdf pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 09.10 WIB, hal. 18-19. 
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Beberapa rekomendasi yang dicantumkan oleh OECD seperti 
reformasi sistem pajak, perubahan lingkungan kerja yang kondusif, 
peningkatan kesadaran bagi perempuan akan ketenagakerjaan 
tersebut merupakan beberapa hal yang kemudian direalisasikan 
secara lebih tegas kembali oleh pemerintah Jepang pada masa 
Shinzo Abe demi perekonomian negara yang lebih baik.  
2.3.Visi kebijakan womenomics 
 Womenomics merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan 
kebijakan yang diberlakukan oleh Shinzo Abe dalam memajukan perekonomian 
di Jepang. Pada dasarnya, konsep awal dari womenomics bukan berasal dari 
Shinzo Abe melainkan dari Kathy Matsui, seorang wakil ketua sekaligus kepala 
ahli strategi Jepang bersama rekannya yang berasal dari perusahaan investasi 
global bernama Goldman Sachs.82 
 Perihal mengenai dilibatkannya perempuan dalam ketenagakerjaan 
sebelumnya telah dikemukakan oleh Matsui di tahun 1990, dimana beliau 
menyatakan bahwa Jepang dapat meningkatkan PDB yang dimiliki hingga 
mencapai 15% hanya dengan memanfaatkan salah satu sumber daya yang 
selama ini dipandang sebelah mata yakni tenaga kerja perempuan.83 Kemudian, 
Shinzo Abe mulai mengenalkan strategi womenomics melalui pidatonya dalam 
forum PBB di bulan September 2013, dengan mengklaim bahwasanya faktor 
                                                          
82 Shinzo Abe, Ibid. 
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pendorong maupun output dari pertumbuhan ekonomi negara terletak pada 
mobilisasi perempuan.84 
 Beberapa bentuk inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam 
mengimplementasikan kebijakan womenomics tersebut terdiri dari85:  
 Pertama, menetapkan target terkait peningkatan partisipasi perempuan 
dalam ketenagakerjaan hingga 73% beserta peningkatan persentase perempuan 
dalam pimpinan manajerial sebesar 30%. Dalam survey nasional yang dilakukan 
oleh Japan Institute for Labour Policy and Training di tahun 2011, diketahui 
bahwasanya terdapat sekitar 62% dari perempuan Jepang yang memilih untuk 
berhenti bekerja setelah menikah maupun memiliki anak, dengan 56% di 
antaranya terdiri dari lulusan universitas. 86  Walaupun perempuan dapat 
mencoba kembali untuk mencari pekerjaan setelah menikah, namun lingkungan 
serta rekan kerja yang kurang bersahabat akan mendorong perempuan secara 
tidak langsung untuk mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya. Selain itu, 
besar kemungkinan pula bagi tenaga kerja perempuan untuk dialihfungsikan 
sebagai pekerja paruh waktu dikarenakan ia tidak lagi dipandang sebagai tenaga 
kerja yang efektif dengan statusnya sebagai seorang istri dan seorang ibu.  
                                                          
84 Annette Schad-Seifert, 2018, Womenomics-A Model for a New Family Policy in Japan? dalam 
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 Jikalau berhenti pun, perempuan akan mendapati kesulitan untuk mendapat 
posisi pekerjaan yang sama dengan sebelumnya mengingat tahapan yang 
ditempuh tidaklah mudah untuk mendapat posisi yang sama dalam suatu 
perusahaan. Di sisi lain, meningkatnya partisipasi perempuan dalam posisi 
manajerial juga dipandang penting bagi kemajuan ekonomi di Jepang. Pada 
kenyataannya, perempuan yang berada pada posisi manajerial terbilang rendah 
dengan persentase sebesar 4,5 % pada tahun 2011.87  Dengan meningkatkan 
partisipasi perempuan dalam posisi manajerial, maka perspektif baru dapat hadir 
dalam setiap proses pembuatan kebijakan terutama yang berkaitan dengan 
perempuan. Perspektif baru inilah yang kemudian dapat membuat keputusan 
yang dibuat dalam level kepemimpinan dapat memberikan manfaat yang lebih 
baik lagi bagi seluruh pihak baik laki-laki maupun perempuan tanpa ada lagi 
suatu perbedaan yang menguntungkan salah satu pihak. 
 Kedua, meningkatkan ketersediaan fasilitas penitipan anak dan after school 
daycare. Hal ini dilakukan dengan menambah kapasitas fasilitas menjadi 
400.000 anak pada tahun 2017.88 Pada dasarnya, masih terdapat 23.000 anak 
yang masuk dalam waiting list pada pusat penitipan anak di Jepang. 89 Meskipun 
pemerintah telah mengagendakan suatu undang-undang untuk menangani 
permasalahan berikut, namun implementasi dari undang-undang tersebut hingga 
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di periode Abe belum sempat direalisasikan sepenuhnya. Dikarenakan hal ini, 
maka Shinzo Abe merancang apa yang dikenal 
dengan“ 待機児童解消加速化プラン” (Plan to Accelerate the Elimination of 
Childcare Waiting Lists) sebagaimana yang telah beliau nyatakan dalam 
pidatonya. 90  Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk 
mewujudkan rencana ini terdiri dari pengusulan pendirian fasilitas daycare 
dengan memanfaatkan tanah sewa dan tanah pemerintah, mempekerjakan lebih 
banyak pekerja daycare, memberikan subsidi bagi sektor bisnis pengasuhan 
anak, membantu registrasi dari fasilitas daycare yang belum terdaftar, dan 
mendukung pembuatan fasilitas daycare di pusat-pusat bisnis.91 
 Ketiga, mendorong sektor swasta untuk mempromosikan ketenagakerjaan 
bagi perempuan beserta informasi terkait perkembangan kemajuan perempuan 
dalam ketenagakerjaan. Bersama dengan sektor swasta, pemerintah berupaya 
meningkatkan kembali keterlibatan pekerja perempuan dengan cara memberikan 
akses yang sama dengan laki-laki di setiap proses ketenagakerjaan di Jepang. 
Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap implementasi 
tindakan tersebut di perusahaan-perusaahan Jepang melalui laporan tiap tahun 
yang harus disetorkan oleh pihak swasta kepada pemerintah. Dalam laporan 
tersebut, perusahaan akan memberikan transparansi terkait seberapa jauh 
performa yang telah dilakukan untuk meningkatkan kembali partisipasi pekerja 
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perempuan baik bagi tenaga kerja yang baru masuk maupun yang telah lama 
bekerja di perusahaan tersebut.  
 Keempat, merekrut sekaligus mempromosikan perempuan dalam sektor 
pemerintahan. Yang dimaksud pada poin ini ialah ditariknya perempuan ke 
dalam beberapa posisi-posisi penting dari pemerintahan Jepang. Upaya ini 
diwujudkan oleh Jepang pada masa kepemimpinan Shinzo Abe dengan 
direkrutnya beberapa perempuan dalam kabinet pemerintahan Jepang. 
Perempuan yang dimaksud dalam hal ini terdiri Yuko Obuchi, Midori 
Matsushima, Fumio Kishida, dan Taro Aso.92  Pengangkatan yang dilakukan 
dalam hal ini ditujukan untuk memberikan perspektif baru dalam pemerintahan 
Jepang.  
 Dengan meningkatnya jumlah perempuan pada sektor pemerintahan, maka 
semakin besar pula peluang dari hak-hak perempuan untuk dapat tersampaikan 
dalam tiap keputusan politik. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa 
representatif perempuan dalam pemerintahan tentu memiliki pemahaman yang 
lebih baik mengenai situasi maupun permasalahan yang dihadapi perempuan 
baik mengenai ketenagakerjaan, pelecehan seksual dan sebagainya.  
 Kelima, memperluas keuntungan dari cuti merawat anak. Dalam hal ini, 
pemerintah akan bertindak secara lebih tegas terkait aturan cuti yang dibuat bagi 
laki-laki maupun perempuan akan perihal cuti merawat anak sekaligus beberapa 
aturan yang melindungi hak tersebut. Berdasarkan pada artikel 5 dari Act on 
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Childcare Leave, Caregiver Leave, and Other Measures for the Welfare of 
Workers Caring for Children or Other Family Members, dijelaskan bahwasanya 
ibu atau pun ayah berhak untuk mengambil cuti selama 1 tahun menjelang 
kelahiran anak.93 Dalam mewujudkan poin kelima dari kebijakan womenomics, 
pemerintah Jepang di masa kepemimpinan Shinzo Abe mulai memperpanjang 
rentang waktu cuti tersebut menjadi 3 tahun.94 
 Di samping itu, sebelumnya perlu diketahui bahwa sebagian besar 
perusahaan di Jepang tidak memberikan keuntungan lebih bagi para tenaga 
kerjanya yang mengambil cuti untuk merawat anak terlepas ia laki-laki atau pun 
perempuan. Pada dasarnya, mengambil cuti di Jepang dalam hal ini sama halnya 
dengan tidak menerima upah kerja selama ia tidak masuk (tidak dibayar). Oleh 
karenanya, kebanyakan orang lebih memilih untuk tidak mengambil cuti 
mengingat dampaknya yang akan mempengaruhi jumlah upah yang diterima di 
kemudian hari. Namun melalui aturan mengenai Employment Insurance yang 
diimplementasikan pemerintah pada bulan April 1995, pekerja dalam hal ini 
memiliki hak untuk menerima tunjangan sebesar 25% dari upah gaji yang 
diterima menjelang kelahiran anak.95  
 Kemudian pada tahun 2011, jumlah tunjangan dinaikkan hingga mencapai 
40%, dimana 30% dari tunjangan diberikan per bulannya dalam periode cuti 
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serta 10% dari keseluruhan tunjangan akan diberikan selama 6 bulan selepas 
tenaga kerja mulai aktif bekerja kembali.96 Kebijakan womenomics dalam hal ini 
juga mengupayakan kenaikan dari jumlah tunjangan yang diberikan kepada 
keluarga muda yang diberlakukan sejak April 2014 dengan kenaikan hingga 
mencapai 65%. 97  Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif dengan 
harapan agar jumlah tenaga kerja laki-laki yang mengambil cuti keluarga dapat 
mengalami peningkatan hingga mencapai 13% di tahun 2020.98 
 Keenam, meninjau kembali sistem pajak dan jaminan sosial. Dalam sistem 
pajak dan jaminan sosial yang berlaku di Jepang, terdapat tiga golongan yakni 
golongan I (petani, pelajar dan kelompok wiraswasta), golongan II (tenaga kerja 
pegawai), dan golongan III (pasangan dari golongan II). 99  Pada dasarnya, 
jaminan sosial di Jepang dibagi menjadi tiga kategori, yakni Basic Pension (Kiso 
Nenkin), Employees Pension Insurance dan asuransi opsional.100  
 Kategori pertama dan kedua merupakan bentuk jaminan sosial yang sama-
sama diatur oleh pemerintah meski pengelolaannya dilaksanakan secara terpisah. 
Basic Pension (Kiso Nenkin) dikelola oleh Japan Pension Services sebagai 
lembaga nasional yang bergerak dalam pelayanan asuransi jaminan sosial di 
Jepang. Jaminan sosial ini bersifat wajib dan diperuntukkan bagi seluruh 
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masyarakat tak terkecuali orang asing dari usia 20 tahun hingga ke atas.101 
Pengelolaan dari Employee Pension Insurance dilakukan oleh seluruh 
perusahaan di Jepang dengan sistem pembayaran yang dilakukan oleh pemilik 
maupun pegawai perusahaan.  
   Pendanaan untuk sistem jaminan sosial berasal dari pajak penghasilan yang 
diperoleh dari masyarakat Jepang. Dalam sistem pajak, terdapat pengurangan 
pajak dependen bagi pasangan suami istri. Pengurangan ini berlaku bagi seorang 
tenaga kerja memiliki pasangan dengan penghasilan di bawah ¥1,3 juta. 102 
Pengurangan dependen ini berlaku pula pada sistem jaminan sosial di Jepang, 
dimana jika sang suami merupakan seorang tenaga kerja, maka sang istri tidak 
perlu membayar premi jaminan sosial.103 
 Hal inilah yang kemudian mempengaruhi sikap perempuan di Jepang yang 
kemudian lebih memilih untuk bekerja sebagai tenaga kerja paruh waktu ataupun 
membatasi penghasilan yang diperoleh. 104  Dengan melakukan hal ini, maka 
suatu keluarga tidak akan kehilangan pengurangan pajak dependen yang didapat 
dari pasangannya. Dikarenakan kondisi inilah maka poin keenam dari kebijakan 
womenomics ini dibentuk, dimana pemerintah dalam hal ini akan melakukan 
pengkajian kembali terkait sistem pajak dan jaminan sosial yang berlaku di 
Jepang.  
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 Kemudian yang terakhir ialah memberikan perizinan bagi imigran yang 
bekerja di sektor jasa asisten rumah tangga di beberapa tempat tertentu seperti 
Tokyo, Osaka dan Kanazawa. Ketiganya dalam hal ini termasuk ke dalam Zona 
Strategis Khusus Nasional yang mana menyediakan jasa tata graha oleh para 
pekerja asing domestik.105 Pada dasarnya, aturan imigrasi yang ketat di Jepang 
hanya memperbolehkan para diplomat asing atau pekerja asing khusus dengan 
penghasilan per tahunnya sebesar ¥ 10 juta untuk mempekerjakan asisten rumah 
tangga asing. 106  Dipekerjakannya para imigran sebagai tenaga kerja asisten 
rumah tangga dalam hal ini difungsikan untuk membantu pekerjaan rumah 
tangga serta membantu mewujudkan adanya work life balance bagi tenaga kerja 
perempuan di Jepang.  
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